PENGAWASAN  PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH  PADA BMT UMI MAKASSAR by YAKUB, YUL BASTRIA
SKRIPSI 
PENGAWASAN 
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH 
PADA BMT UMI MAKASSAR 
 
 
 
 
YUL BATSRIA YAKUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2013 
2 
 
SKRIPSI 
 
PENGAWASAN 
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH 
PADA BMT UMI MAKASSAR 
 
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi 
 
 
 
Disusun dan diajukan oleh : 
YUL BASTRIA YAKUB 
A31108970  
 
 
 
 
Kepada 
 
 
 
 
 
JURUSAN AKUNTANSI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2013 
 
3 
 
SKRIPSI 
 
PENGAWASAN PEMBIAYAAN 
MURABAHAH BERMASALAH PADA BMT UMI MAKASSAR 
 
disusun dan diajukan oleh : 
 
YUL BATSRIA YAKUB 
A31108970 
 
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji 
 
 
Makassar,      2013 
 
 
           Pembimbing  I                                                 Pembimbing II 
 
 
 
 
 
Dr. Alimuddin, SE, MM, Ak.                           Drs. Syarifuddin Rasyid, M.Si. 
NIP 195912081986011003                              NIP 196503071994041001 
 
Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universutas Hasanuddin 
 
 
 
Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si 
Nip 196305151992031003 
 
 
4 
 
PERNYATAAN KEASLIAN 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama   : Yul Batsria Yakub 
NIM   : A31108970 
Jurusan  : Akuntansi 
Program Studi  : Strata Satu S.1 
 
 
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang 
berjudul : 
 
PENGAWASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA 
BMT UMI MAKASSAR 
 
adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam 
nasakah saya di dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah 
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu 
perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar 
pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat 
dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi 
atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 
2 dan pasal 70). 
 
 
 
 
              Makassar,  Maret 2013 
                                                                         
                                                                          Yang membuat pernyataan 
 
 
   
                                                                                Yul Batsria Yakub  
 
5 
 
PRAKATA 
 
Assalamu Alaikum Wr, Wb 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi 
persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan 
Akuntansi di Universitas Hasanuddin Makassar. 
Alhamdulillahirabbil’alamin atas karunia Allah SWT. Penulis yakin 
dan percaya bahwa jika ada kesulitan maka didalamnya terdapat dua 
kemudahan. Melalui kerja yang maksimal dengan segenap kemampuan, 
pikiran, waktu dan tenaga serta berbagai hambatan, cobaan, dan godaan, 
akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 
Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat 
penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tak luput dari berbagai 
kekurangan dan ketidak-sempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang 
dapat penulis berikan. 
Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada 
kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala 
pengorbanan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Penyelesaian 
laporan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
6 
 
1. Kedua Orang Tua tercinta. Ayahanda Ir. Muhammad Yakub, M.Si dan 
Ibunda Dr. Laila Qadrianty, serta Adik saya Muammad Fadiel Yakub 
yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat dan 
kasih sayangnya. 
2. Bapak Dr. Muhammad Ali, SE, M.Si. Selaku Dekan pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Dr. Darwis Said, SE, M.SA, Ak. Selaku pembantu Dekan I 
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. 
4. Bapak Dr. H. Abd. Hamid Habbe, SE, M.Si. Selaku Ketua Jurusan 
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. 
5. Bapak Dr. Alimuddin, SE.MM. Ak.  Selaku pembimbing I Akademik 
yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan 
skripsi. 
6. Bapak Drs. Syarifuddin Rasyid, M.Si. Selaku pembimbing II yang telah 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi. 
7. Semua Dosen dan Staf pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Hasanuddin. 
8. Pimpinan dan karyawan pada PT. BMT UMI Makassar yang telah 
bersedia menerima dan memberikan data kepada penulis. 
9. Marzidi Bur S.Sos yang dengan sabar mendampingi, membimbing, 
memberikan semangat dan dukungannya setiap saat. 
10. Buat Teman-teman 08stackle, Lovaa, gisry, lana, uswa, lola, wendy 
,agus ,ade, lely, mira, tafa, ryan, yang telah membantu penulis baik 
7 
 
berupa moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan 
studi dan skripsi ini hingga akhir. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan 
kritik yang sifatnya membangundari berbagai pihak untuk kesempurnaan 
skripsi ini. Semoga skrisi ini mempunyai banyak manfaat bagi semua 
pihak, utamanya bagi penyusun dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
di masa yang akan datang. Wassalamualaikum Wr, Wb. 
 
Makassar,    Mei 2013 
 
                                                                                            Penulis  
 
8 
 
ABSTRAK 
Pengawasan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT UMI 
Makassar 
Yul Batsria  Yakub 
Alimuddin 
Syarifuddin Rasyid 
Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pelaksanaan pengawasan shahibul maal yang dilakukan dalam 
mengurangi pembiayaan bermasalah khususnya pada BMT UMI 
Makassar. Sehingga dari hasil analisis yang telah dilakukan ternyata 
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BMT UMI Makassar belum 
dilakukan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan 
bermasalah yang selama ini dicapai oleh BMT UMI Makassar mengalami 
kenaikan dari tahun ke tahun, dimana salah satu faktor yang 
menyebabkan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah selama ini 
karena lemahnya pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BMT UMI 
Makassar. 
Sedangkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa jumlah    
pembiayaan yang macet yang disalurkan tidak boleh lebih dari 5%. 
Sedangkan secara rata-rata pertahun jumlah pembiayaan shahibul maal 
yang bermasalah lebih besar dari 5%, akibatnya dari 5% maka perlunya 
upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT UMI Makassar adalah melakukan 
pelaksanaan pengajuan pembiayaan shahibul maal kepada 
nasabah.Untuk dapat melakukan penyelamatan pembiayaan yang 
bermasalah, BMT UMI melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan 
penjadwalan kembali untuk memberikan kelonggaran kepada Shahibul 
Maal untuk membayar pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan 
menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Kemudian menata kembali 
persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar menawar 
dengan nasabah dengan meninjau kembali isi perjanjian pembiayaan 
bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Dan memperbaiki struktur 
pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, pihak BMT UMI dapat 
membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan Shahibul Maal. 
Dengan demikian sedikit demi sedikit Shahibul Maal mampu melunasi 
pembiayaannya yang bermasalah. 
 
Kata Kunci: Pengawasan, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan 
Bermasalah 
 
The discussion in this study was conducted to determine implementation 
shahibul maal conducted surveillance in reducing financing problems 
especially in BMT UMI Makassar. So that the results of the analysis has 
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been done apparently supervision carried out by BMT UMI Makassar is 
not optimal. It can be seen from the financing problems that have been 
achieved by BMT UMI Makassar has increased from year to year, where 
one of the factors that cause an increase in funding for this problematic 
because of weak oversight that had been carried out by BMT UMI 
Makassar. 
Meanwhile, in accordance with Bank Indonesia that the number of bad 
financing channeled not be more than 5%. While the average annual 
amount of funding is problematic shahibul maal greater than 5%, 5% as a 
result of the need for efforts undertaken by BMT UMI Makassar is doing 
implementation shahibul maal filing financing to customers.To be able to 
rescue the troubled finance, BMT UMI do some other such attempts to 
reschedule glorifying Shahibul Maal to pay the financing that has matured 
to postpone the due date. Then re-arrange the financing requirements to 
strengthen the bargaining position of the client by reviewing the contents 
of the financing agreements where appropriate plus or minus. And improve 
the funding structure (recapitulation) and business organizations, the BMT 
UMI can help improve the financial condition and liquidity Shahibul Maal. 
Thus little by little Shahibul Maal able to pay off their financing problems. 
 
Keywords: Monitoring, Murabaha Financing, Financing Problem 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Karakteristik sistem perbankan syariah, dikelola berdasarkan 
prinsip bagi hasil. Pengelolaan sistem bagi hasil akan memberikan 
keuntungan bagi setiap masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek 
keadilan untuk  bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan 
nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan yang berprestasi akan 
mempengaruhi kinerja keuangan bank. Dengan menyediakan kegiatan 
promosi serta layanan jasa perbankan yang beragam, maka perbankan 
merupakan alternatif yang kredibel dan dapat  dinikmati oleh seluruh 
golongan masyarakat Indonesia. 
Pentingnya fungsi dan peran sistem perbankan, melalui UU. No. 21 
tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, 
akan berpengaruh terhadap pengembangan industri perbankan yang pada 
gilirannya akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Hal ini 
dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan omzet yang lebih dari 65% 
pertahun dalam 5 tahun terakhir maka diharapkan peranan industri 
perbankan syariah akan mendukung perekonomian yang semakin 
signifikan (www.bi.go.id). 
Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perkembangan 
industri perbankan syariah yang berdampak terhadap perkembangan 
perekonomian di Indonesia adalah melalui pembayaran bagi hasil. 
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Dimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah 
sangat berbeda dengan system bunga. Sistem bagi bunga dapat diterima 
keuntungan diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari 
dana yang disimpan dan dipinjam. Sedangkan pada sistem bagi hasil 
ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besarnya kelipatan 
keuntungan dari hasil usaha, atasan dengan prinsip jual beli dengan 
mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama 
menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. 
Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak 
dan apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang 
kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Sedangkan jika 
kelalaian pengelolaan maka akan dilakukan sisa jaminan yang telah 
dijaminkan pada Bank Syariah yang bersangkutan. 
Masalah pengawasan bagi setiap perbankan syariah adalah 
merupakan bagian yang terpenting, dimana pengawasan bank syariah 
lebih ditekankan dalam mengurangi resiko dalam pelaksanaan 
pembayaran kepada nasabah bank syariah. Salah satu tujuan dengan 
adanya pelaksanaan pengawasan dalam pembiayaan murabahah adalah 
mengawasi pembiayaan bermasalah. 
Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pembiayaan murabahah 
khususnya pada Baitul Maal Wattawmil Ukhuwah (BMTU) atau BMT UMI.  
BMT UMI adalah salah satu bentuk Yayasan Wakaf UMI, dimana fungsi 
dari BMT UMI ini adalah sebagai lembaga keuangan non formal yang 
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beroperasi atas dasar syariah Islam. Dalam melakukan pemberian 
pembiayaan murabahah maka upaya yang dilakukan oleh Yayasan BMT 
UMI adalah dengan melakukan pengawasan murabahah. Seperti 
pengawasan pemberian pembiayaan, dan pengawasan system bagi hasil. 
Berikut ini akan disajikan data pembiayaan murabahah yang 
bermasalah khususnya pada BMT UMI di Makassar yang dapat disajikan 
pada tabel berikut ini : 
Tabel 1.1  Besarnya Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah  
                 Tahun 2009-2011 
 
Tahun Pembiayaan Pembiayaan yang 
Bermasalah  
(Rp) 
% Pembiayaan 
yang  
Bermasalah Murabahah  
(Rp) 
2009 398.218.350 23.017.020 5,78 
2010 416.610.800 28.287.875 6,79 
2011 539.396.650 38.636.640 7,16 
Rata-rata 451.408.600 29.980.510 6,57 
Sumber : Data diolah dari BMT UMI di Makassar 
Berdasarkan tabel I yakni data pembiayaan murabahah yakni untuk 
3 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah untuk 
setiap tahunnya meningkat, faktor yang menyebabkan adanya kenaikan 
pembiayaan yang bermasalah adalah BMT UMI kurang melakukan 
pengawasan pemberian pembiayaan kepada nasabah dan selain itu 
menunjukkan bahwa Standar menurut Bank Indonesia bahwa pembiayaan 
yang bermasalah tidak boleh dari 5%, sedangkan BMT UMI memiliki 
pembiayaan yang lebih dari 5%. Oleh karena itulah perlunya dilakukan 
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evaluasi mengenai pembiayaan murabahah yang bermasalah khususnya 
pada BMT UMI di Makassar. Salah satu yang dilakukan adalah untuk 
menilai faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah yang 
bermasalah. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik dalam memili  
judul penelitian yaitu : “Pelaksanaan Pengawasan Murabahah sebagai 
Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Syariah UMI 
Makassar.” 
 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana meminimalkan 
pembiayaan murabahah yang bermasalah. Sedangkan yang menjadi m 
asalah pokok dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah yang 
dilakukan oleh BMT UMI. 
2. Apakah pelaksanaan pengawasan murabahah yang dilakukan oleh 
BMT UMI dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah. 
3. Bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan murabahah yang 
bermasalah pada  BMT UMI di Kota Makassar. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui upaya BMT UMI dalam meminimalkan pembiayaan 
murabahah yang bermasalah. 
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2. Untuk mengetahui deskripsi jumlah pembiayaan murabahah yang 
bermasalah yang ada pada BMT UMI di kota Makassar. 
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar jumlah 
pembiayaan murabahah yang bermasalah yang ada pada BMT UMI di 
Kota Makassar. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah 
: 
1) Bagi Peneliti 
Untuk dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang berkeinginan             
untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan murabahah pada 
Bank Syariah di Makassar. 
2) Bagi Perusahaan 
Sebagai bahan sumbangan pikiran kepada BMT UMI di Makassar                   
mengenai pelaksanaan pengawasan dalam meminimalkan 
pembiayaan murabahah. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Pembahasan skripsi ini diuraikan dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai       
berikut : 
Bab pertama merupkan bab pendahuluan yang menguraikan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab kedua merupakan tinjauan teori, tinjauan empirik dan kerangka 
pikir. 
Bab ketiga metode penelitian yang menguraikan daerah penelitian,  
metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis, 
sistematika pembahasan.  
 
Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. 
Bab keenam merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan 
dan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Pembiayaan 
2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan 
Menurut Karim (1995) dalam Antonio (2001:160), pembiayaan 
merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas 
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu. 
Menurut Mulyono (2004:10) pembiayaan adalah kemampuian untuk 
melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan 
suatu janji pembayarannya akan ditangguhkan pada jangka waktu tertentu 
yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana (Landing of Fund), 
pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan 
pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya. 
Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan 
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang No. 10 
tahun 1998) yaitu penyediaan uang atau tagihan yang bersamaan dengan 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 
lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil. 
Dalam UU. No. 10/1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa 
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
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dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi 
hasil. 
Dari pengertian di atas menurut Kasmir (2006:333) pembiayaan 
adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana 
kepada pihak-    pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi 
peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan semakin berkembangnya 
kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka 
akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana 
untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dana yang 
diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi 
selain sumber tenaga kerja, bahan buku/bahan penolong, kemampuan 
teknologi dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha 
dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha. 
 
2.1.1.2. Unsur-unsur dan Manfaat Pembiayaan 
Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara 
mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, apabila kita bicara 
pembiyaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di 
dalamnya. Menurut Kasmir (2006:75) unsur-unsur pembiayaan sebagai 
berikut : 
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a. Kepercayaan 
Yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun       
barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan. 
b. Kesepakatan 
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-
masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan 
penyaluran pembiyaan dituangkan dalam akad pembiyaan yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu koperasi dan 
anggotanya. 
c. Jangka waktu 
Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka weaktu tertentu       
sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa 
pengembalian pembiyaan yang telah disepakati. Hampir dapat 
dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka 
waktu. 
d. Risiko 
Dalam memberikan pembiayaan kepada para pengusaha tidak 
selamanya bank akan mengalami suatu keuntungan, bank bisa juga 
mengalami suatu risiko kerugian. Suatu risiko ini muncul karena ada 
tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang 
jangka waktu suatu pembiyaan maka semakin besar risiko tidak 
tertagih, demikian pula sebaliknya. 
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e. Balas Jasa 
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa 
tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk 
bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan 
bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah balas 
jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 
Berdasarkan unsur tersebut di atas membuktikan bahwa pada 
dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti 
pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh 
penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah 
disepakati oleh semua pihak. 
Menurut Mulyono (2004:15) bahwa manfaat yang diperoleh dari 
pembiayaan yang diberikan BMT antara lain : 
a) Manfaat pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan debitur 
Dengan adanya pembiayaan dari BMT akan terpenuhi kebutuhan dana 
atau modal dalam melaksanakan suatu usaha. 
b) Manfaat pembiayaan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas 
Pembiayaan dari BMT dapat meningkatkan pendapatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu dengan menyimpan 
dana di BMT masyarakat berharap dana yang disimpan kembali utuh 
dan aman. Masyarakat pengusaha akan sangat diuntungkan karena 
membantu memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah dan 
cepat. 
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2.1.2 Pengertian Murabahah 
2.1.2.1 Pengertian Murabahah 
Ash Shawi (2001: 90-91) mengatakan pada asalnya istilah untuk 
transaksi murabahah menurut fiqih adalah ba’I al murabahah (jual beli 
murabahah) yang termasuk dalam jenis jual beli amanah, yaitu jual beli 
dimana penjual memberitahukan harga pokoknya. 
Menurut Karim (2010:98) dalam bank islam murabahah (al-
bai’bitsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Secara 
sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang 
tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misal nya, seseorang 
membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan 
tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam 
nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga 
pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. 
Sedangkan Muhammad (2001:42) mengatakan bahwa pengakuan 
dan pengukuran murabahah sesuai dengan PSAK No. 102, murabahah 
adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan 
ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan 
harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. 
Menurut Lubis (2004:62), pembiayaan murabahah merupakan 
perjanjian  antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam 
bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh 
nasabah. Nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan waktu 
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yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya 
pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek. 
Murabahah dalam pengertian aslinya menurut islam adalah “is 
simply a sale” jual beli (Widodo, 1999:19). Dalam operasional perbankan 
syariah istilah yang digunakan bukan jual beli murabahah, tetapi 
dimodifikasi dengan istilah “piutang murabahah” 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003, tanggal 19 
Mei 2003, pembiayaan adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli 
berdasarkan akad murabahah, salam, istishna dan atau sewa 
berdasarkan akad ijarah. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan 
dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah 
atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil (Bank Indonesia, 
2003:17-18). 
Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran 
ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh 
tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang 
disepakati (Widodo, dkk. 1999:49). 
Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di 
mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan 
kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 
perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara 
bank syariah dan nasabah (Muhammad, 2001:189). 
Murabahah dijelaskan dalam daftar buku himpunan fatwa DSN 
(2003:311) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang 
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lebih sebagai laba. Sedang dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan 
Syariah paragraph 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli 
barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 
yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan 
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati 
oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural 
certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required 
rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). 
Dalam bai’al murabahah, penjual harus memberitahu harga produk                               
yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan 
sistem pemesanan. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi’I menamai transaksi 
ini dengan istilah al-amir bi al-syira. Dalam hal ini calon pembeli atau 
pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk 
membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak 
membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan 
harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah 
itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau 
tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak 
dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. 
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2.1.2.2. Jenis-jenis Murabahah 
Menurut  Harahap (1992:93-94) murabahah dibagi atas : 
1) Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank 
syariah menyediakan barang,dan  
2) Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan 
melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. 
Murabahah  berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam : 
a. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan 
tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. 
b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan 
pemesanan barang namun nsabah tidak terikat untuk membeli 
barang tersebut. 
 
2.1.2.3. Proses Pembayaran Murabahah 
Mengenai proses pembayaran, murabahah dapat dilakukan secara 
tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang 
dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi 
pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus (lump sum) 
poada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenankan penawaran 
harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad 
murabahah (Muhammad dan Dwi, 2009: 42-43). 
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2.1.2.4. Rukun dan Syarat Murabahah 
Menurut Harahap (1992:94) dalam murabahah, rukun-rukunnya 
terdiri dari : 
1. Ba’I  = penjual (pihak yang memiliki barang) 
2. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang) 
3. Mabi’  = barang yang akan diperjual-belikan 
4. Tsaman = harga barang 
5. Ijab Qabul = kontrak/perjanjian 
Syarat murabahah adalah : 
1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah 
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang dittapkan 
3. Kontrak harus bebas dari riba 
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang sesudah pembelian 
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
Jual beli disyaratkan berdasarkan konsensus kaum muslimin, karena 
kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Allah 
berfirman : 
“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba” (Al-
Baqarah: 275) 
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Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah 
Negosiasi & Persyaratan 
 
                                                  Akad jual beli 
 
                                                  Bayar  
                  Terima 
                  Barang & 
                  Dokumen 
         Beli Barang                                                     Kirim 
 
Sumber : Antonio, 2001:107 
 
Keterangan : 
1. Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah untuk 
melakukan perjanjian atau negosiasi dan persyaratan 
2. Setelah ada negosiasi kemudian melakukan perjanjian berapa akad 
jual beli antara kedua belah pihak. 
3. Dari pihak Bank mulai melakukan aktivitas berupa pembelian barang 
kepada penjual untuk nasabah atas nama bank. 
4. Atas nama bank penjual mengirim barang kepada nasabah yang telah 
ditunjukkan oleh bank. 
5. Nasabah menerima barang dan dokumen perjanjian dari penjual atas 
nama bank 
BANK 
NASABAH 
SUPPLIER 
PENJUAL 
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6. Setelah nasabah menerima barang dan dokumen dari penjual. Maka, 
yang terakhir kewajiban nasabah membayar barang tersebut kepada 
Bank sesuai dengan perjanjian awal. 
 
2.1.2.5. Kebijaksanaan Pembiayaan Murabahah 
Menurut Syauqi Beik, syarat utama yang harus dipenuhi dalam 
kebijakan pembiayaan, yaitu : 
1. Pembiayaan harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang 
digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. 
2. Prosentase biaya hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya 
angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase 
tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk 
mengeksekusi pembiayaan tersebut. 
 
 
2.1.3 Pengawasan Pembiayaan Murabahah 
2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana 
nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 
kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam 
perjanjian pembiayaan. Sedangkan pembiayaan bermasalah menurut 
ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke 
dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). 
Penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan ke dalam tingkat 
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kolektibilitas pembiayaan tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan 
kualitatif. 
Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang 
tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas 
pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah 
keterlambatan peminjaman melunasi cicilannya serta berbagai 
konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk 
persoalan penting. Bila masih ada beberapa problematika yang 
dikomentari yaitu barometer yang bersifat permanen, tidak bisa dirubah. 
 
2.1.3.2 Arti dan Pentingnya Pengawasan 
Supervisi/pengawasan/pengendalian pembiayaan dan pembinaan 
Debitur          pada dasarnya ialah upaya pengamanan pembiayaan yang 
telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan 
mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), 
serta memberikan saran atau nasihat dan konsultasi agar 
perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, 
sehingga pengembalian pembiayaan akan berjalan dengan baik pula. 
Mulyono (2004: 46) menjelaskan bahwa: 
“Pengawasan pembiayaan adalah suatu fungsi manajemen dalam 
usahanya   untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan 
kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan yang lebih baik dan 
efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-
penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya 
kebijaksanaan-kebijaksanaan pembiayaan yang telah ditetapkan 
serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan yang 
benar.” 
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Adapun batas tahapan supervisi ini pada umumnya dimulai dari                
pencairan pembiayaan (disbursement) dan berakhir setelah semua 
kewajiban kepada bank dilunasi oleh debitur. 
Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha 
untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat 
merugikan bank tapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan 
pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi 
pengawasan yang bersifat menyeluruh (multilayers control), dengan tiga 
prinsip utama, yaitu: prinsip pencegahan dini (early warning system), 
prinsip pengawasan melekat (built in control) dan prinsip pemeriksaan 
internal (internal audit). Arifin (2002: 243-246). 
Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan 
terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau 
terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini 
dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang 
andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-
peluang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya 
penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur 
pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses 
pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan/ 
penyelesaian pembiayaan. 
Disamping struktur pengendalian internal, diperlukan pengawasan 
melekat, dimana para pejabat pembiayhaan melakukan supervisi sehari-
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hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai 
dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan 
operasional lainnya dalam pembiayaan. Hasil kegiatan supervisi ini 
minimal berupa laporan-laporan tentang (1) hasil penilaian kualitas 
portofolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai dengan penjelasannya, 
(2) ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari 
kebijakan pokok pembiayaan, ketentuan syariah atau peraturan 
perundang-undangan lainnya, (3) besarnya tunggakan pembayaran 
kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya, 
dan    (4) pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat 
yang berada di bawah supervisinya, berikut saran atau tindakan 
perbaikannya. 
Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit 
internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit 
internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk 
lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai 
dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip 
pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang 
berlaku dalam pembiayaan. 
Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian yang independen, 
yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Di atas itu semua bank harus 
memiliki personal yang kompeten, jujur dan bertanggungjawab. 
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2.1.3.3 Tujuan Pengawasan Pembiayaan 
Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan 
Bank Syari’ah adalah: (Muhammad, 2001: 163) 
1. Kekayaan bank syari’ah akan selalu terpantau dan menghindari 
adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun 
dari dalam  bank syari’ah. 
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di 
bidang pembiayaan. 
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di 
bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. 
4. Kebijaksanaan manajemen bank syari’ah akan dapat lebih rapi dan 
mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. 
 
2.1.3.4 Jenis-jenis Pengawasan Pembiayaan Murabahah 
Menurut Rivai Veitzal dan Andria Permata Veithzal, jenis-jenis 
pengawasan pembiayaan, yaitu : 
1. On desk monitoring, pemantauan pembiayaan secara administrative 
yaitu melalui instrument adminstrasi, seperti laporan-laporan, financial 
statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. 
2. On site monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke 
lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atau 
kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan 
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pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi 
atas term of lending yang disepakati. 
3. Excption monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan 
memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik 
dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan term of lending, 
dikurangi intensitasnya. 
 
2.1.3.5 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Azhari Ismul (2012), banyak faktor yang menyebabkan 
pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Faktor-faktor penyebab 
terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu: 
a. Faktor internal BMT 
1) Lemah dalam analisa pembiayaan 
2) Kelemahan dalam dokumen 
3) Kelemahan dalam supervisi pembiayaan 
4) Kecerobohan petugas lapangan 
5) Kelemahan kebijakan pembiayaan 
6) Kelemahan dalam jaminan 
7) Kelemahan SDM 
8) Kelemahan teknologi 
9) Kecurangan petugas 
b. Faktor internal nasabah 
1) Kelemahan karakter 
2) Kelemahan kemampuan 
23 
 
3) Musibah 
4) Penyimpangan penggunaan dana 
5) Sengketa keluarga 
6) Terlihat banyak hutang 
c. Faktor ekstern 
1) Situasi ekonomi nasional dan global 
2) Situasi politik 
3) Situasi alam 
Kemudian penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 
adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. 
Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi 
dalam (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal (Arifin, 2002 : 243-
246). 
1) Faktor Internal  
Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan 
sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor 
manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan 
yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari 
beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian 
dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan poengeluaran, 
kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang 
berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. 
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2) Faktor Eksternal 
Faktor eskternal adalah faktor-faktor yang berada di luar 
kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, 
peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan 
perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. 
Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam 
menghadapi pembiayaan macet terlebih dulu perlu diteliti sebab-
sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh 
faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi 
melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana 
membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari 
perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, 
yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah 
melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, 
dari tahun ketahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait 
pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila 
aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga 
terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan 
tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja 
oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah 
melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan segaja 
pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk 
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keperluan kegiatan usaha lain diluar obyek pembiayaan yang 
disepakati. 
Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk 
penyelesaian pembiayaan macet ini, tergantung pada berat 
ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya 
kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan 
berjalan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanan-
keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (rescheduling). 
Dalam hal ini Al-Qur’an memberikan pedoman: “Apabila 
mereka mengalami kesempitan, maka hendaknya diberikan 
kelonggaran…” (QS.2:280) 
 
Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau 
kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah 
menyelesaikan segera, termasuk penyerahan barang yang 
digunakan kepada bank. Bila penyelesaikan diluar pengadilan 
tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh saluran hukum. 
Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu 
pengadilan negeri atau Badan Arbitrase. Perbankan Syariah lebih 
suka memilih Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. 
“Barangsiapa yang mendapati hartanya berada pada 
seseorang yang dinyatakan bangkrut atau pada seseorang yang 
benar-benar telah pailit, maka dia lebih berhak atas hartanya itu 
daripada orang lain” (HR Jumah. 
 
Juga dikemukakan dalam beberapa hadits, antara lain 
dikatakan bahwa nabi SAW bersabda mengenai seseorang laki-
laki yang bangkrut: 
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“Apabila didapati sesuatu barang di sisinya dan belum 
berubah, maka barang itu adalah menjadi hak pemiliknya yang 
telah menjadi kepadanya” (HR Imam Muslim dan Nasa’i)  
 
Dari Ka’ab bin Malik, “Sesungguhnya Nabi SAW pernah 
menyita harta milik Muadz lalu beliau menjualnya untuk 
membayar utangnya” (HR Imam Daruquthi) (Arifin, 2002: 246) 
 
Adapun berkenaan dengan kesepakatan pada Ahli Fiqih 
terdahulu yang tidak memperbolehkan memberikan denda 
keterlambatan membayar hutang atau memberikan sanksi 
financial, dikomentari oleh Al-Jashshaash saat mengulas hadits 
Rasulullah     SAW : 
“Mangkirnya orang kaya membayar hutang adalah 
kezhaliman sehingga layak disebarluaskan (harga dirinya) dan 
diberi hukuman” (Hisyam bin Muhammad, 2002: 152-155). 
 
Sedangkan menurut Azhari Ismul, dalam menjalankan 
fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT 
sebagai lembaga Pembiayaan, harus melakukan analisis melalui 
prinsip 5C, guna meminimalkan resiko bermasalahnya atau tidak 
kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip tersebut meliputi : 
1. Character 
Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, 
watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positip dan koperatip 
dan juga mempunyai rasa tanggungjawab baik dari kehidupan 
pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota 
masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
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2. Capacity  
Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan 
melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang 
dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya 
yang akan dibiayai dengan Pembiayaan dari BMT. Jadi 
jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk 
menilai sampi dimana hasil usaha yang akan diperolehnya 
tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakatinya. 
3. Capital 
Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang 
dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktip 
dengan tujuan Pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia 
dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan 
bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya 
untuk memperoleh pembiayaan. 
4. Collateral 
Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang 
diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas 
Pembiayaan yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu 
sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai 
dengan Pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana 
debitur tidak mampu melunasi Pembiayaannya dari hasil 
usahanya yang normal. 
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5. Condition of economy 
Condition of economy yaitu adalah situasi dan kondisi politik, 
sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi 
kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu 
kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat 
mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang 
memperoleh Pembiayaan. 
 
2.1.4 BMT 
2.1.4.1 Pengertian Umum BMT 
BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau 
Baitul Mal wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. BMT sesuai namanya 
terdiri dari dua fungsi, yaitu : 
1. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan 
antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan ekonomi. 
2. Baitul al Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, dan 
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan 
dan amanahnya (Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, hal. 1). 
29 
 
Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua 
fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah 
seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi 
sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif 
sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami 
bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi 
sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas 
menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang diberikan 
pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak 
melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, 
industri dan pertanian. 
Menurut Rifqi  (2008) mengemukakan bahwa Baitul Maal wa Tamil 
(BMT) adalah konsep industri perbankan Syariah yang menekankan 
adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit 
bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi 
intermediary unit antara pihak yang berlebihan dana dan pihak yang 
kekurangan dana. 
Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut 
: 
a. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. 
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b. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh-
kembang anggotakan secara swadaya dan dikelola secara 
professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan 
masyarakat lingkungannya. 
c. Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan 
kaut, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa 
sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah 
memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat 
manusia pada umumnya. 
d. Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggotan dan 
masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi 
ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam 
kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan 
perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan 
membangun struktur masyarakat madani yang adil dan 
berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan 
berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT. 
e. Fungsi BMT, yaitu (1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, 
mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi 
anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya; 
(2) mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih 
professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh 
menghadapi tantangan global; dan (3) menggalang dan mengorganisir 
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potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
anggota. 
f. Prinsip-prinsip utama BMT yaitu: 
1. Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dengan 
mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam 
ke dalam kehidupan nyata. 
2. Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi 
mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, 
proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia. 
3. Kekeluargaan (kooperatif) 
4. Kebersamaan 
5. Kemandirian 
6. Profesionalisme, dan 
7. Istiqamah : konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan 
tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke 
tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap. 
 
g. Ciri-ciri Utama BMT, yaitu : 
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan 
pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan 
lingkungannya. 
32 
 
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk 
mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi 
kesejahteraan orang banyak. 
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat 
sekitarnya. 
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu 
sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat 
itu. 
Disampung ciri-ciri utama diatas, menurut Ridwan (2004: 132), 
BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu : 
1. Staf dan karyawan BMT bertindak secara aktif, dinamis, 
berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput 
nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima 
pembiayaan usaha. 
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah 
staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di 
lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor, 
dan mensupervisi usaha nasabah. 
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan 
tempatnya biasanya: di Madrasah, Masjid atau Mushala, ditentukan 
sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah 
pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari 
para nasabah. 
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4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami, 
dimana: 
a. Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan 
dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar 
akuntansi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. 
b. Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, 
menemukan msalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah 
dengan bijaksana yang memenangkan semua pihak. 
c. Berpikir, bersikap dan berperilaku ahsanu amala (service 
excellence).  
 
2.1.4.2 Operasional BMT 
Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun 
kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan 
perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada dilingkungan 
Masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, pasar maupun di lingkungan 
pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para 
aghniya (dermawan), pemuka agama, pengurus Masjid, pengurus majelis 
taklim, pimpinan pondok pesantren, cendikiawan, tokoh masyarakat, 
dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah 
berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan 
penggunaan tanah dan gedung atupun kantor. Untuk menunjang 
permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber 
permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-
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orang tersebut. Hasil studi Pinbuk (1998) menunjukkan bahwa lembaga 
pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain: 
a. Mandiri dan mengakar di masyarakat. 
b. Bentuk organisasinya sederhana. 
c. Sistem dan prosedur pembiayaan mudah. 
d. Memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro. 
Kelemahannya adalah: 
a. Skala usaha kecil. 
b. Permodalan terbatas. 
c. Sumber daya manusia lemah. 
d. Sistem dan prosedur belum baku. Untuk mengembangkan lembaga 
tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara pembinaan 
sebagai berikut: 
1) Pemberian bantuan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam 
bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur. 
2) Kerjasama dalam penyaluran dana. 
3) Bantuan dalam inkubasi bisnis. 
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2.1.4.3 Pola Tabungan dan Pembiayaan 
1. Tabungan 
Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari 
orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis 
tabungan/simpanan adalah sebagai berikut : 
a. Tabungan persiapan qurban. 
b. Tabungan pendidikan. 
c. Tabungan persiapan untuk nikah. 
d. Tabungan persiapan untuk melahirkan. 
e. Tabungan naik haji/umroh. 
f. Simpanan berjangka/deposito. 
g. Simpanan khusus untuk kelahiran. 
h. Simpanan sukarela. 
i. Simpanan hari tua. 
j. Simpanan aqiqoh 
2. Pola Pembiayaan 
Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan mark up 
(tambahan atas modal) serta pembiayaan non profit. 
a. Bagi Hasil 
Bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dana 
antara BMT dengan penyedia dana (penyimpanan/penabung). 
Bagi hasil ini dibedakan atas: 
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1) Musyarakah, adalah suatu perkongsian antara dua pihak 
atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak 
berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjwab atas 
segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya 
masing-masing. 
2) Mudharabah, adalah perkongsian antara dua pihak dimana 
pihak pertama (shahib al amal) menyediakan dana dan pihak 
kedua (mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan 
usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba 
yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. 
Manakala rugi, shahib al amal akan kehilangan sebagian 
imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek 
berlangsung. 
3) Murabahah, adalah pola jual beli dengan membayar 
tangguh, sekali bayar. 
4) Muzaraah, adalah dengan memberikan lahan pertanian 
kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan 
imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. 
5) Musaaqot, adalah bentuk yang lebih sederhana dari 
muzaraah dimana si penggarapnya bertanggungjawab atas 
penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si 
penggarap berhak atas rasio tertentu dari hasil panen. 
b. Jual beli dengan Mark Up (tambahan atas modal) 
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Jual beli dengan mark up merupakan tata cara jual beli yang 
dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai 
agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas 
nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual kepada 
nasabah dengan harga sejumlah harga beli tambah keuntungan 
bagi BMT atau sering disebut margin/mark up. 
Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi kepada 
penyedia dan penyimpan dana. Jenis-jenisnya adalah: (Agus, 
2008: 21) 
a) Bai Bitsaman Ajil (BBA), adalah jual beli barang dengan 
pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok 
ditambah keuntungan yang disepakati (Widodo, 1999: 49) 
b) Bai As Salam, pembelian barang yang diserahkan di 
kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. 
c) Al Istishna, adalah kontrak order yang ditandatangani 
bersamaan antara pemesan dengan produsen untuk 
pembuatan jenis barang tertentu. 
d) Ijarah atau sewa, adalah dengan member penyewa untuk 
mengambil pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk 
jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah 
disepakati bersama. 
e) Bai Ut Takjiri, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri 
dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa 
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telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga padanya 
merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur. 
f) Musyarakah Mutanaqisah, adalah kombinasi antara 
musyawarah dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). 
Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi 
menyertakan modalnya masing-masing. 
c. Pembiayaan Non Profit 
Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih 
bersifat social dan tidak profit oriented. Dalam BMT pembiayaan 
ini sering dikenal dengan Qard yang bertujuan untuk kegiatan 
produktif yang secara aplikatif peminjam dana hanya perlu 
mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah 
jatuh tempo, yang tentu dengan beberapa criteria UMK yang 
harus dipenuhi. 
Menurut Agus (2008:22) Pelayanan zakat dan shadaqoh: 
a. Penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) 
- ZIS masyarakat. 
- Lewat kerjasama antara BMT dengan Lembaga Badan 
Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). 
b. Dalam penyaluran dana ZIS 
- Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya 
hanya membantu. 
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- Pemberian bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau 
kurang mampu dalam membayar SPP. 
- Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena 
faktor kesulitan pelunasan 
- Membantu masyarakat yang perlu pengobatan. 
 
2.1.4.4 Status dan Struktur Organisasi BMT 
Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh 
berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah, hanya ruang lingkup dan 
produk yang dihasilkan berbeda. Operasional Perbankan Syariah semakin 
luas ketika disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang 
membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan 
bank/lembaga keuangan syariah maupun yang ingin mengkonversi dari 
sistem konvensional menjadi sistem syariah yang sekaligus menghapus 
pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang dual system. 
 
2.1.5 PSAK No. 108 tentang Piutang Murabahah Bermasalah 
1. Penyelesaian piutang murabahah melalui restrukturisasi piutang 
murabahah dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalami 
penurunan kemampuan dalam membayar angsuran atau tagihan 
murabahah. 
2. Kreditur yang melakukan restrukturisasi atas piutang murabahah-nya 
yang bermasalah akibat penurunan kemampuan pembayaran dari 
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debitur dapat dilakukan dengan cara, satu atau lebih kombinasi 
berikut: 
a. Memberi potongan tagihan murabahah. 
b. Melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah. 
c. Melakukan konversi akad murabahah. 
3. Pemberian potongan tagihan murabahah dilakukan terhadap debitur 
yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang bersifat 
permanen sehingga debitur hanya mampu membayar lebih kecil 
daripada utang murabahah-nya. 
4. Penjadwalan kembali pembayaran angsuran murabahah dilakukan 
terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan 
pembayaran sehingga tidak mampu membayar angsuran sesuai 
jumlah dan waktu dalam akad murabahah. Namun, debitur tersebut 
masih mampu membayar sisa seluruh utangnya jika dilakukan 
penjadwalan kembali. 
5. Konversi akad murabahah dengan membuat akad dilakukan terhadap 
debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran atas 
angsuran murabahah-nya, namun debitur tersebut masih prospektif. 
Konversi akad murabahah dilakukan dengan menghentikan akad 
murabahah dan membuat akad baru dengan skema ijarah muntahiyah 
bittamlik, mudharabah atau musyarakah. 
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6. Sedangkan bagi debitur yang tidak mampu membayar tagihan 
murabahah dapat diselesaikan melalui penjualan obyek murabahah 
dan atau jaminan lainnya sesuai prinsip syariah 
 
2.2 Tinjauan Empirik 
Emi Nurhayati (2010) yang meneliti mengenai Pelaksanaan 
Pengawasan Murabahah sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan 
Bermasalah Pada BMT Syariah Pare-Kediri. Hasil penelitiannya 
menemukan bahwa dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa BMT 
Syariah Pare cenderung menambah jumlah pemberian pembiayaan. 
Dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada BMT Syariah Pare 
telah tersusun cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan pengawasan 
yang dilakukan terhadap proses pertimbangan pra pemberian pembiayaan 
murabahah, pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pembiayaan, 
dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Namun demikian, 
masih terdapat kerancuan dalam kerja, yaitu setiap pegawai tidak 
melakukan pekerjaannya saja tetapi mengerjakan pekerjaan lain juga. 
Berdasarkan rasio aktivitas dapat diketahui bahwa kadangkala tingkat 
perputaran piutang murabahah tidak begitu baik, jumlahnya dalam tiga 
tahun terakhir justru semakin bertambah. Kenyataan yang ada 
menimbulkan persepsi bahwa pada dasarnya ada tiga faktor yang 
mempengaruhi kelancaran penyaluran pembiayaan, yaitu: faktor bank 
secara intern, faktor ekonomi makro, dan juga faktor debitur secara intern. 
Untuk mengatasi masalah yang dihadapi BMT Syariah Pare dapat 
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dilakukan perbaikan dalam sistem pengawasan pemberian pembiayaan. 
Selain itu perusahaan juga harus membuat kebijakan penarikan piutang 
yang lebih tegas untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. 
Muhammad Nur (2009) yang meneliti mengenai Pelaksanaan 
Pemberian Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Studi Pada Bank 
Muamalat Cabang Medan. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan 
pemberian secara mudharabah oleh Bank Muamalat Cabang Medan 
kepada Koperasi dilaksanakan tetap berpedoman kepada prinsip 5C 
ditambah 7 aspek serta aspek syariah. Mudharabah merupakan perjanjian 
atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama (shahibul maal) 
menyediakan dana dan pihak kedua (nasabah/mudharib) bertanggung 
jawab atas pengelolaan usaha.  
 
2.3 Kerangka Pikir 
Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada 
gambar berikut ini : 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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Upaya meminimalkan 
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44 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan pada BMT Universitas Muslim 
Indonesia (BMT-UMI) Makassar, yang beralamat di Jalan Kakatua No. 27 
Makassar. Adapun alasan peneliti memilih lokasi BMT-UMI. Karena 
merupakan lembaga keuangan non formal (swadaya masyarakat) yang 
beroperasi atas dasar syariah Islam dan mengelola dana untuk 
kesejahteraan umat. 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
sebagai berikut : 
1. Data Primer 
Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 
dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data 
langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun 
sumber-sumber tersebut adalah wawancara kepada Direktur BMT UMI 
dan brosur mengenai pembiayaan murabahah di BMT UMI. 
2. Data Sekunder 
Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain yang 
secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang 
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berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Data 
yang dibutuhkan   yaitu : 
a. Company profile. 
b. Syarat dan prosedur pembiayaan yang berlaku di BMT UMI. 
c. Laporan transaksi Murabahah baik secara tunai maupun secara 
tangguh. 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu data tertentu (Saebani, 2008: 190). 
Dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang 
berwenang yaitu Direktur BMT-UMI untuk mendapatkan informasi dan 
gambaran umum perusahaan dan masalah-masalah yang 
berhubungan dengan sistem pelaksanaan pengawasan pembiayaan 
bermasalah. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data 
memgenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 
surat kabar, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2002: 236). 
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Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka 
peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada BMT UMI Makassar 
untuk dipergunakan dalam penelitian yaitu profile perusahaan yang 
berisi gambaran umum BMT UMI Makassar, formulir yang digunakan 
dalam sistem dan prosedur pengajuan, penyaluran dan pengawasan 
pembiayaan, prosedur pengajuan pembiayaan serta laporan 
pembiayaan murabahah yang bermasalah. 
3.4 Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan 
mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar 
sehingga lebih mudah di baca dan diinterpretasikan (Moleong, 2005:112). 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah secara kualitatif, 
dengan maksud setiap data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan 
kemudian diklasifikasikan berdasarkan lriteria. Dengan mengacu pada 
rumusan masalah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian  
4.1.1 Sejarah Baitul Maal Wattamwil Ukhuwah (BMTU) 
Unit usaha ini merupakan lembaga keuangan formal (masyarakat) 
yang beroperasi atas dasar syariah Islam dan mengelola dana untuk 
kesejahteraan umat melalui strategi pengembangan usaha serta zakat, 
infaq, shadaqah. BMT Ukhuwah UMI Makassar diresmikan 
pengoperasiannya pada tanggal 15 Juli 1995 oleh Menteri Keuangan RI. 
H. Mar’ie Muhammad di Makassar, dengan sistem pengelolaan yang 
didasarkan akad (perjanjian) yang sesuai syariah Islam (bagi hasil) yaitu 
tanpa unsur rente atau bunga. 
Pelayanan yang diberikan oleh BMT Ukhuwah UMI Makassar saat 
ini, umumnya keluarga besar Yayasan Badan Wakaf UMI seperti dosen, 
karyawan dan mahasiswa. Direktur saat ini BMT Ukhuwah UMI Makassar 
adalah  Hj. St. Hafsah, SE, dengan alamat Kantor Jl. Kakatua No. 27. 
Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh BMT Ukhuwah UMI 
Makassar meliputi : 
a. Pelayanan simpan pinjam 
b. Pelayanan pembiayaan 
 
 
48 
 
4.1.2 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang 
menggambarkan kedudukan setiap personil yang memiliki wewenang, 
tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan aktivitasnya.  
Demikian pula dengan BMT UMI Makassar, dalam upaya 
memperlancar aktivitas usahanya, dilengkapi dengan struktur organisasi 
yang berbentuk garis (line organisation), menggambarkan kekuasaan 
mengalir secara langsung dari pimpinan ke kepala bagian dan kemudian 
terus ke karyawan-karyawan di bawahnya. Masing-masing bagian 
merupakan unit yang berdiri sendiri dan kepala bagian menjalankan 
semua fungsi pengawasan dalam bagiannya. 
Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diberikan gambaran mengenai 
struktur organisasi dari BMT UMI Makassar yaitu : 
49 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UMI Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BMT UMI Makassar 
 
4.1.3 Uraian Tugas 
Tugas dan tanggungjawab dari setiap tingkatan dalam struktur 
organisasi pada BMT UMI Makassar adalah sebagai berikut : 
a. Direktur 
Secara umum, tugas Direktur adalah memajukan, mengembangkan 
dan mengendalikan seluruh aktivitas BMT Ukhuwah UMI Makassar. 
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b. Wakil Direktur 
Secara umum, tugas Wakil Direktur memiliki sejumlah tugas dan 
tanggungjawab antara lain : 
1. Membantu Direktur dalam memajukan dan mengembangkan BMT 
UMI Makassar. 
2. Melakukan koordinasi dengan para kepala bagian dalam rangka 
kelangsungan dan pengembangan BMT Ukhuwah UMI Makassar. 
3. Melaporkan perkembangan disiplin dan produktivitas kerja 
karyawan dan staf BMT Ukhuwah UMI. 
4. Mencari peluang dan memberi proposal usaha yang layak untuk 
dikembangkan. 
c. Kabag. Pengelolaan Dana 
Secara umum, tugas Kabag. Pengelolaan Dana sejumlah memiliki 
tugas dan tanggungjawab antara lain : 
1. Menyusun rencana pengelolaan dana. 
2. Mengawasi segala penerimaan dan pengeluaran dana. 
3. Bekerjasama dengan bagian pemasaran mencari sumber-sumber 
pendanaan baik untuk kepentingan investasi maupun bagi 
kepentingan modal kerja. 
4. Melakukan analisis data simpanan dan membuat laporan 
perkembangan simpanan. 
5. Mengkoordinir jalannya operasional pelayanan nasabah melalui 
teller. 
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6. Mengendalikan arus keluar dan masuknya dana. 
d. Teller 
Secara umum, tugas Teller memiliki sejumlah tugas dan tanggung 
jawab antara lain : 
1. Menerima, menghitung, membuat bukti dan legalisasi slip 
penerimaan uang. 
2. Melayani dan membayar penarikan simpanan dari nasabah. 
3. Menerima pembayaran mahasiswa S1, S2, S3 dan siswa LPP UMI 
Makassar. 
4. Membuat transaksi harian. 
5. Membuat laporan mutasi vauls.  
e. Kabag. Pembiayaan/Operasional 
Secara umum, tugas Kabag. Pembiayaan/Operasional memiliki 
sejumlah tugas dan tanggungjawab antara lain : 
1. Menyusun rencana pembiayaan. 
2. Menerima usulan nasabah dan menganalisis kelayakan 
pembiayaan. 
3. Membuat dan melakukan perjanjian akad kepada nasabah 
(debitur). 
4. Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada Direktur. 
5. Membuat laporan perkembangan pembiayaan. 
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f. Administrasi Pembiayaan 
Secara umum, tugas Administrasi memiliki sejumlah tugas dan 
tanggungjawab antara lain : 
1. Membuat administrasi pembiayaan. 
2. Membuat administrasi penerimaan angsuran pembiayaan. 
3. Membuat administrasi barang jaminan para nasabah atau 
pembiayaan. 
4. Membuat administrasi barang jaminan para nasabah atau debitur. 
5. Membantu Kabag. Pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya. 
g. Kasubag. Pelayanan Umum 
Secara umum, tugas Kasubah. Pelayanan Umum memiliki sejumlah 
tugas dan tanggungjawab antara lain : 
1. Mengkoordinir jalannya transaksi pada BMT Ukhuwah UMI 
Makassar Kampus II (Auditorium dan Fakultas Farmasi), Rumah 
Sakit Ibnu Sina dan PPS. 
2. Memberikan informasi pelayanan gaji dosen dan karyawan 
Yayasan Wakaf UMI Makassar. 
3. Membuat laporan penerimaan pembayaran mahasiswa, S1, S2, 
dan S3. 
h. Kasubag. Administrasi dan Pembukuan 
Secara umum, tugas Kasubah. Administrasi dan Pembukuan memiliki 
sejumlah tugas dan tanggungjawab antara lain :  
1. Membuat neraca harian dan neraca bulanan. 
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2. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dan BMT Ukhuwah 
UMI Makassar. 
3. Membuat jurnal penerimaan mahasiswa Yayasan Wakaf – UMI 
Makassar. 
4. Mengarsipkan data karyawan dan staf BMT Ukhuwah UMI 
Makassar. 
5. Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk. 
 
4.2 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan 
Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan 
antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itulah dalam menunjang 
kelancaran pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada nasabah maka 
perlu ditunjang      oleh adanya prosedur penyualuran pembiayaan. 
BMT UMI di Makassar adalah salah satu lembaga keuangan bank 
yang melayani simpan pinjam dan pembiayaan. Namun dalam 
pelaksanaan pembiayaan maka perlu ditunjang oleh adanya mekanisme 
penyaluran pembiayaan dan perstujuan pembiayaan, penilaian 
pembiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 
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4.2.1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan 
Pelaksanaan penyaluran pembiayaan diawali oleh calon nasabah 
BMT Umi mengajukan pembiayaan. Oleh karena itulah terlebih dahulu 
akan disajikan flowchart melalui penyaluran pembayaran pada BMT Umi  
di Makassar yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
Flowchart/Gambar 1 
Sistem Pengajuan Pembiayaan 
            Kabag Pembiayaan     Calon nasabah 
                    BMT Umi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
FPP   = Formulir Permintaan Pembiayaan  
1 
Mulai 
Melayani calon 
nasabah 
Menjelaskan syarat 
dan ketentuan 
pembiayaan 
shahibul maal 
Memberikan FPP 
FPP 
1 
FPP 
Nasabah 
mengisi FPP 
Menyetor 
FPP, KTP 
dan KK 
Selesai 
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Berdasarkan prosedur pengajuan pembayaran, maka prosedur 
pengajuan pembayaran pada BMT UMI dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Calon nasabah mengajukan pembiayaan dan mendatangi BMT Umi 
Makassar 
2. Kabag BMT Umi melayani calon nasabah dan menjelaskan syarat dan 
ketentuan pembiayaan shahibul maal pada BMT Umi, dimana syarat 
pembiayaan shahibul maal khususnya pada BMT Umi dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan (FPP) 
b) Melampirkan KTP dan Kartu Keluarga pemohon 
c) Melengkapi Surat Keputusan dan SK terakhir 
3. Calon nasabah mengisi FPP 
4. Calon nasabah mengembalikan FPP, KTP dan kartu keluarga calon 
pemohon 
 
4.2.2. Mekanisme Penilaian Pembiayaan 
Mekanisme penilaian pembiayaan dimaksudkan untuk menentukan 
layak/tidaknya calon nasabah menerima pembiayaan dari BMT UMI 
Makassar. Oleh karena itulah setelah calon nasabah mengisi dan 
mengembalikan formulir pembayaran dan berkasnya seperti KTP dan 
kartu keluarga maka dapat dilakukan penilaian pembiayaan. 
Adapun sistem penilaian pembiayaan khususnya pada BMT UMI di 
Makassar dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Flowchart/Gambar 2 
Sistem Penilaian Pembiayaan Calon nasabah pada BMT Umi 
 
            Calon Nasabah                                    Kabag Pengelolaan Dana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Tidak 
 
 
                                                                                            
                                                            Ya 
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                                                              Diterima   
 
Sumber : BMT Umi Makassar 
Keterangan : 
FPP   = Faktur Permohonan Pembiayaan 
KTP   = Kartu Tanda Penduduk 
KK     = Kartu Keluarga 
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Berdasarkan formulir/flowchart yakni sistem penilaian pembiayaan      
maka dalam prosedur penilaian pembiayaan pada BMT UMI di Makassar 
yaitu sebagai berikut : 
1. Calon nasabah 
a) Calon nasabah menyetor FPP dan berkas-berkasnya seperti : KTP, 
dan Kartu Keluarga dan memperlihatkan ketentuan-ketentuan BMT 
UMI yaitu sebagai berikut : 
- Menerima keabsahan dengan pengajuan berkas yang dapat 
melindungi kepentingan bank 
- Memuat jangka waktu 
- Tata cara pembayaran 
b) Kabag Pengelolaan Dana 
Kabag Pengelolaan dana memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu 
sebagai berikut : 
- Kabag Pengelolaan Dana menerima FPP dan berkas seperti 
KTP) dan kartu keluarga 
- Kabag pengelolaan dana memproses dan memperhatikan 
character dan capacity dari calon nasabah yang akan diberikan 
dana pembiayaan. 
- Menganalisis pembayaran guna menentukan kelayakan 
pemberian dana pembiayaan 
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4.2.3. Mekanisme persetujuan pembiayaan 
Setelah calon nasabah ditentukan layak/tidaknya pemberian    
pembayaran maka dilakukan persetujuan pembayaran. Mekanisme 
persetujuan pembayaran pada BMT Umi Makassar yaitu sebagai berikut : 
a) Berdasarkan hasil analisis kelayakan pemberian pembiayaan 
b) BMT Umi menerima persetujuan pembiayaan kepada nasabah 
 
4.2.4. Sumber Dana Penyaluran dari BMT UMI di Makassar 
Sumber dana BMT UMI Makassar berasal dari Yayasan Wakaf UMI 
Makassar dan bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Makassar (BSM).  
Dimana pihak BMT UMI Makassar bertindak sebagai mudharib (debitur) 
dari (BSM) sedangkan pihak BSM bertindak sebagai shahibul maal 
(kreditur) terhadap BMT UMI Makassar. Oleh karena itu, pihak BMT UMI 
Makassar bertanggung jawab atas pembiayaan yang dimohonkan kepada 
BSM. Sedangkan shahibul maal peminjam BMT UMI Makassar tidak 
berhubungan langsung dengan pihak BSM BMT UMI Makassar sebagai 
shahibul maal dari (BSM) telah menyiapkan dana dalam bentuk standby 
loan dimana dana tersebut merupakan kesepakatan antara pihak BMT 
UMI Makassar dengan pihak BSM dalam bentuk Memorandum of 
Understanding (MOU), sehingga apabila ada permintaan pembiayaan baik 
secara individu maupun secara kolektif dari shahibul maal, maka pihak 
BMT UMI Makassar tidak lagi bermohon pembiayaan kepada pihak BSM 
,karena dana standby loan sudah dimasukkan ke dalam rekening BMT 
UMI Makassar  pada BSM, sehingga realisasi pembayaran permohonan 
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pembiayaan kepada shahibul maal  adalah merupakan kebijakan dari 
pihak BMT UMI Makassar. 
Penyaluran dana BMT UMI Makassar yang diperoleh dari BSM 
(Bank Syariah Mandiri) disalurkan hanya pada lingkup internal Universitas 
Muslim Indonesia (UMI) saja yaitu pegawai/karyawan dan dosen UMI.  
Penyaluran dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan 
dan keuntungan BMT UMI. Semakin banyak keuntungan dan pendapatan 
yang dicapai dari hasil pengelolaan dana tersebut, maka semakin banyak 
pula bagi hasil yang  diberikan kepada shahibul maal BMT UMI. 
 
4.2.5. Mekanisme Kerja sama Pembiayaan Bank Syariah Mandiri  
          dan BMT UMI 
 
Adapun syarat-syarat permohonan kerja sama pembiayaan antara 
pihak BMT UMI Makassar dengan BSM yaitu sebagai berikut : 
a) Proposal Perusahaan/BMT UMI Makassar 
b) Surat Permohonan Kredit/Pembiayaan yang ditanda tangani oleh 
Pimpinan BMT UMI Makassar 
c) Akta Pendirian Perusahaan 
d) Susunan Pengurus Perusahaan 
e) Neraca Perusahaan 
f) Persetujuan dari Ketua Yayasan Wakaf UMI Makassar 
 
4.3. Mekanisme Pengawasan BMT UMI Makassar 
Pembiayaan merupakan salah satu tugas bank syariah yaitu 
pemberian fasilitas dana guna kebutuhan nasabah. Oleh karena itulah 
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dalam pelaksanaan penelitian ini lebih ditekankan pada pembiayaan 
shahibul maal. Dimana pembiayaan shahibul maal dalam BMT Syariah 
adalah akad jual beli antara   BMT Syariahb selaku penyedia dana 
pembiayaan dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas dalam 
penelitian ini ditekankan pada BMT UMI Makassar, dimana BMT UMI 
merupakan organisasi yang aktivitasnya adalah memberikan pelayanan 
untuk simpan pinjam dengan pelayanan pembiayaan. Oleh karena itulah 
dalam meningkatkan kinerja pelayanan simpan pinjam dengan 
pembiayaan kepada nasabah maka  upaya yang dilakukan oleh BMT UMI 
yang selama ini dilakukan adalah pelaksanaan pengawasan pemberian 
simpan pinjam dengan pembayaran kepada nasabah. 
Tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pengawasan 
simpan pinjam dan pemberian pembiayaan shahibul maal kepada 
nasabah BMT UMI  adalah untuk memberikan pembiayaan yang benar, 
oleh karena itulah  maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan shahibul 
maal perlu adanya pengawasan. Tanpa adanya pengawasan dalam 
pembiayaan murabahah maka akan dapat meningkatkan jumlah 
pembiayaan yang macet, maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan 
pengawasan pembiayaan shahibul maal perlu dilakukan pengawasan 
yang benar, sehingga akan dapat meminimalkan pembiayaan yang macet. 
Berikut ini akan disajikan bentuk-bentuk pengajuan pembiayaan 
bermasalah yang dilakukan oleh PT. BMT Umi yaitu sebgaai berikut : 
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Gambar 3 
Bentuk-bentuk Pengajuan Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan  
oleh BMT Umi Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BMT Umi Makassar 
Berdasarkan gambar/flowchart mengenai pelaksanaan pengajuan 
maka akan diuraikan bentuk-bentuk pengajuan yang dilakukan oleh BMT 
Umi Makassar yaitu sebagai berikut : 
1) Pengawasan langsung 
Pengawasan langsung yang dilakukan oleh BMT UMI Makassar dalam 
meminimalkan pembiayaan shahibul maal adalah dengan 
mengadakan pemeriksaan secara langsung terhadap calon nasabah. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan nasabah 
menerima pembiayaan shahibul maal. Dalam menilai kelayakan 
nasabah menerima pembiayaan dapat meliputi : 
a. Watak atau karakter calon nasabah 
Watak atau karakter calon nasabah yang dinilai adalah watak calon 
nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti : 
Pengawasan 
langsung 
Pengawasan 
administrasi 
Karakter 
calon 
nasabah 
capacity Tunggakan 
Inspeksi on 
the spot 
Pembinaan Monitoring 
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memegang teguh dan bersedia untuk melunasi utang-utangnya 
tepat waktu. 
b. Capacity 
Capacity dalam hal ini meruakan suatu penilaian kepada calon 
nasabah BMT UMI mengenai kemampuan nasabah dalam 
melunasi kewajiban-kewajibannya khususnya dengan dana 
pembiayaan shahibul maal yang telah ditentukan. 
c. Tunggakan 
Salah satu penilaian BMT UMI dalam memberikan pembiayaan 
shahibul maal adalah tunggakan dengan bank lain, sebab dengan 
banyaknya tunggakan pinjaman yang dimiliki oleh nasabah maka 
akan mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam membayar 
utang pembiayaan dengan bank lain. 
d. Pengawasan Administratif 
Pengawasan administratif yaitu pengawasan dimana BMT UMI 
dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, harus 
mengawasi secara detail setiap proses pembiayaan mulai dari 
penggunaan sampai dengan penilaian, sehingga jika ada karyawan 
BMT UMI yang melanggar kewenangan dapat segera diketahui dan 
dapat ditindak. Pengawasan yang dilakukan yaitu mulai dari proses 
penggunaan yaitu memeriksa kelengkapan persyaratan hingga 
pada tahap penilaian, selain itu juga karyawan administratif BMT 
UMI harus memisahkan file-file tersedia antara nasabah sehingga 
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mudah dalam melakukan review. Pengawasan ini dilakukan oleh 
administrasi pembiayaan. Adapun tahap-tahap pengawasan yang 
dilakukan oleh karyawan administrasi pembiayaan BMT UMI dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
1. Inspeksi on the spot 
Pelaksanaan inspeksi on the spot mempunyai arti yang penting, 
sebab dapat membantu BMT UMI dalam mengambil langkah-             
langkah preventif yang dilakukan. Oleh karena itulah 
pelaksanaan inspeksi on the spot perlu dilakukan tidak hanya 
bersifat insidentil  saja tetapi harus juga dilakukan secara rutin. 
Hal ini ditujukan bagi semua nasabah BMT UMI Makassar, dan 
selain itu pihak BMT UMI juga harus melakukan penyelesaian 
terhadap pembiayaan yang macet. 
2. Pelaksanaan pembinaan kepada nasabah 
Salah satu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan yang 
bermasalah adalah dengan melakukan pembinaan kepada 
nasabah. Pembinaan ini berupa pemberian masukan guna 
penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. 
Pelaksanaan pembinaan atau bimbingan ini dilakukan 3 bulan 
sekali oleh Kasubag Pelayanan Umum. 
3. Monitoring 
Kegiatan monitoring dalam pengawasan pembiayaan shahibul 
maal khususnya pada BMT UMI Makassar meliputi kegiatan 
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monitoring terhadap rekening debitur, dimana salah satu tujuan 
yang dilakukan dalam pemantauan ini adalah untuk mengawasi 
dana  BMT UMI dari risiko kerugian yaitu dengan meneliti 
kelayakan bahwa pembiayaan yang telah diberikan cukup aman 
dan dari segi penggunaan maupun agunan yang menjadi 
jaminan dalam pemberian pembiayaan shahibul maal kepada 
nasabah BMT UMI. 
 
4.4. Pembiayaan Shahibul Maal yang Bermasalah pada BMT UMI  
       Makassar 
 
Pelaksanaan pembiayaan adalah salah satu upaya untuk 
memperoleh keuntungan, dimana dengan tingkat keuntungan yang 
diperoleh melalui bagi hasil, akan dapat mempertahankan kelangsungan 
hidup dari bank syariah yang telah dikelola. Namun dalam pelaksanaan 
pembiayaan yang selama ini dilakukan, terdapat permasalahan, dimana 
salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah 
pada BMT Umi Makassar adalah ketidakmampuan nasabah 
mengembalikan dana pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT UMI 
Makassar. 
Menurut hasil wawancara dengan Kabag Pengelolaan dana pada 
BMT Umi Makassar dimana faktor yang menyebabkan pembiayaan 
bermasalah khususnya pada BMT Umi Makassar karena lemahnya 
monitoring pembayaran keuangan. 
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Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat    
disajikan data pembayaran shahibul maal untuk tahun 2009 s/d tahun 
2011 yaitu sebagai berikut : 
TABEL 4.1 
PEMBIAYAAN SHAHIBUL MAAL TAHUN 2009 S/D TAHUN 2011 
 
Tahun 
Pembiayaan  Perkembangan 
(Rp) (%) 
2009 398.218.350 - 
2010 416.610.800 4,61 
2011 539.396.650 29,47 
Rata-rata peningkatan (%) 17,04 
Sumber : Data diolah dari BMT UMI Makassar 
Berdasarkan tabel 4.1 yakni data perkembangan jumlah 
pembiayaan shahibul maal khususnya pada BMT UMI Makassar yang 
menunjukkan bahwa    rata-rata pertumbuhan pembiayaan shahibul maal 
yang disalurkan kepada  nasabah BMT UMI Makassar adalah sebesar 
17,04%, dimana faktor yang menyebabkan jumlah pembiayaan 
murabahah meningkat dalam 3 tahun terakhir sebab adanya kenaikan 
jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan pada BMT UMI Makassar. 
Kemudian akan disajikan data pembiayaan shahibul maal untuk 
tahun 2009 s/d tahun 2011 yang dapat disajikan pada tabel berikut ini : 
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TABEL 4.2 
PEMBIAYAAN BERMASALAH TAHUN 2009 S/D TAHUN 2011 
 
Tahun 
Pembiayaan Bermasalah 
 (Rp) 
Perkembangan 
(%) 
2009 20.017.000 - 
2010 28.287.875 22,89 
2011 38.636.640 36,58 
Rata-rata peningkatan (%) 29,74 
Sumber : Data diolah dari BMT UMI Makassar 
Tabel 4.2 yakni data perkembangan pembiayaan shahibul maal  
yang bermasalah selama 3 tahun terakhir (tahun 2009 s/d tahun 2011) 
nampak  bahwa untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Faktor 
yang menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah adalah 
kurang tepatnya pelaksanaan pengawasan pembiayaan shahibul maal 
yang dilakukan oleh           BMT UMI. 
Kemudian akan dilakukan pebandingan pembayaran bermasalah            
dengan pembiayaan shahibul maal selama 3 tahun terakhir (tahun 2009 
s/d tahun 2011) yang dapat  ditentukan melalui perhitungan berikut ini : 
1. Tahun 2009 
Besarnya tingkat prosentase perbandingan pembiayaan bermasalah      
dengan total pembiayaan shahibul maal pada BMT UMI Makassar 
selama  tahun 2009 dapat ditentukan sebagai berikut : 
67 
 
             20.017.020 
Tingkat prosentase pembiayaan  =  --------------------- x 100% 
             398.218.350 
        =  5,03% 
Dengan demikian tingkat prosentase pembiayaan yang bermasalah 
dibandingkan dengan total pembiayaan shahibul maal khususnya pada     
BMT UMI Makassar sebesar 5,59%. 
2. Tahun 2010 
Besarnya tingkat prosentase perbandingan pembiayaan bermasalah 
dengan total pembiayaan shahibul maal pada BMT UMI Makassar 
selama  tahun 2010 dapat ditentukan sebagai berikut : 
             28.287.875 
Tingkat prosentase pembiayaan  =  --------------------- x 100% 
           416.610.800 
        =  6,79% 
Dengan demikian tingkat prosentase pembiayaan yang bermasalah 
dibandingkan dengan total pembiayaan shahibul maal khususnya pada     
BMT UMI Makassar sebesar 6,79%. 
3. Tahun 2011 
Besarnya tingkat prosentase perbandingan pembiayaan bermasalah 
dengan total pembiayaan shahibul maal pada BMT UMI Makassar 
selama  tahun 2011 dapat ditentukan sebagai berikut : 
             38.636.640 
Tingkat prosentase pembiayaan  =  --------------------- x 100% 
           539.396.650 
    =  7,16% 
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Dengan demikian tingkat prosentase pembiayaan yang bermasalah 
dibandingkan dengan total pembiayaan shahibul maal khususnya pada 
BMT UMI Makassar sebesar 7,16%. 
 
4.5. Upaya-upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 
Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, BMT dapat 
melakukan berbagai macam upaya. Tiga macam upaya diantara berbagai 
macam upaya penyelematan yang seringkali dilakukan oleh bank adalah : 
1. Penjadwalan kembali (rescheduling) 
2. Penataan kembali persyaratan pembiayaan (reconditioning) 
3. Reorganisasi dan rekapitulasi (reorganization and recapitulation) 
Untuk lebih jelasnya upaya tersebut dapat diuraikan satu persatu    
sebagai berikut : 
 
1. Penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan 
Dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan, BMT 
memberikan kelonggaran Shahibul Maal membayar pembiayaannya yang 
telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. 
Upaya penyelamatan dengan penjadwalan kembali pelunasan 
pembiayaan terutama dilakukan apabila Shahibul Maal tidak dapat 
melunasi pembayaran pembiayaan atau angsuran yang telah jatuh tempo, 
namun dari hasil evaluasi BMT mengetahui prospek kondisi keuangan 
Shahibul Maal di masa depan tidak mengkhawatirkan, dengan perkataan 
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lain likuiditas keuangan yang dihadapi Shahibul Maal sifatnya hanya 
sementara. 
Dalam proses bank mengambil keputusan menjadwalkan kembali 
pelunasan pembiayaan, proyeksi arus kas yang dipersiapkan Shahibul 
Maal memegang peranan penting. BMT harus meminta Shahibul Maal 
menyerahkan bukti-bukti pendukung yang dapat meyakinkan mereka 
bahwa proyeksi arus kas itu dapat direalisasikan. 
Waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo dalam penjadwalan 
kembali pelunasan pembiayaan tidak boleh terlalu lama. Perpanjangan 
tanggal jatuh tempo pelunasan pembiayaan yang terlalu lama dapat 
mengurangi keseriusan penanganan pembiayaan bermasalah. 
 
2. Penataan kembali persyaratan pembiayaan 
Tujuan utama penataan kembali persyaraan pembiayaan adalah 
memperkuat posisi tawar menawar dengan nasabah. Dalam rangka 
penataan kembali persyaratan pembiayaan itu, isi perjanjian pembiayaan 
ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya 
penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya 
penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan. 
Agar tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian pembiayaan yang 
diperbaharui, dalam melakukan penataan kembali persyaratan 
pembiayaan seyogyanya bagian hukum BMT meminta bantuan kepada 
penasehat hukum atau pengacara yang telah pengalaman menangani 
pembiayaan bermasalah. 
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Dalam setiap perjanjian pembiayaan terdapat ketentuan khusus 
(comvinantes) yang mewajibkan nasabah melakukan sesuatu (affirmative 
comvinantes) atau tidak melakukan sesuatu negatif comvinantes, demi 
kepentingan Shahibul Maal dan keamanan pembiayaan yang telah 
mereka Terima. Salah satu contoh affirmative convinantes adalah 
kewajiban Shahibul Maal menyerahkan laporan keuangan mereka secara 
periodik. Sedangkan contoh negatif convinantes adalah nasabah 
(Shahibul Maal ) tidak diperkenankan menerima pembiayaan dari bank 
atau lembaga keuangan lain tanpa persetujuan tertulis dari lembaga 
keuangan lama. 
3. Reorganisasi dan rekapitulasi 
Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan 
organisasi bisnis Shahibul Maal, kadang-kadang BMT dapat membantu 
Shahibul Maal memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan Shahibul 
Maal. Dengan demikian sedikit demi sedikit Shahibul Maal mampu 
melunasi pembiayaan bagi hasil yang tertunggak. 
Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan jalan 
reorganisasi dan rekapitulasi memakan waktu yang lama dan kesabaran 
dari pihak Shahibul Maal. Selama proses reorganisasi dan rekapitulasi 
tadi, BMT wajib secara dekat dan terus menerus memonitor hasil yang 
dicapai. Laporan periodik tentang perkembangan hasil upaya 
penyelamatan pembiayaan harus disusun dan dibahas bersama antara 
tim pelaksana dan pimpinan BMT. 
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Sebelum mengajukan saran upaya reorganisasi dan rekapitulasi 
kepada Shahibul Maal yang bermasalah, BMT harus mempelajari secara 
mendalam kegiatan usaha serta masalah yang sedang mereka hadapi. 
Hal itu diperlukan untuk menghindari resiko BMT mengajukan saran 
rencana reorganisasi dan rekapitulasi yang kurang tepat (sehingga 
nantinya tidak menghasilkan suatu perbaikan apapun). Resiko bank 
mengajukan saran rencana reorganisasi dan rekapitulasi yang tidak dapat 
dijalankan secara berhasil adalah Shahibul Maal membebankan 
tanggungjawab tidak berhasilnya upaya penyelamatan kepada BMT. 
Upaya reorganisasi dapat dilakukan baik menyangkut segi operasi 
bisnis perusahaan maupun susunan badan pengelola perusahaan. 
Reorganisasi operasi bisnis antara lain dilakukan dengan jalan penataan 
kembali atau penciutan ruang lingkup usaha. Tujuan utama reorganisasi 
bisnis adalah menurunkan beban biaya tetap dan meningkatkan efisiensi 
kegiatan operasi perusahaan. Tergantung dari besar kecilnya skala 
perusahaan dan tingkat kegawatan masalah yang sedang dihadapi, 
bentuk penataan kembali atau penciutan ruang lingkup usaha peusahaan 
Shahibul Maal dapat berupa : 
a) Pengawasan ketat atas pengeluaran operasional dan non operasional, 
mencegah terjadinya pemborosan dana. 
b) Menekan jumlah biaya tetap 
c) Menghapus atau mengurangi jenis usaha yang kurang 
menguntungkan 
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d) Konsolidasi bagian perusahaan yang ada 
e) Memangkas atau mengurangi jumlah dan jenis fasilitas produksi yang 
tidak berguna atau tidak efisien 
f) Memperbaiki manajemen persediaan, antara lain dengan jalan 
meminimalisasi jumlah persediaan yang diperlukan. 
g) Memperbaiki manajemen piutang dagang, antara lain dengan jalan 
lebih selektif dalam pemberian kredit penjualan kepada pelanggan dan 
meningkatkan kegiatan penagihan saldo piutang dagang. 
h) Memangkas atau menghapuskan fasilitas produksi yang berbau 
“marcusua” dan menjadi sumber pemborosan dana. 
 
4.6 Pembahasan 
Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pelaksanaan pengawasan shahibul maal yang dilakukan dalam 
mengurangi pembiayaan bermasalah khususnya pada BMT UMI 
Makassar. Sehingga dari hasil analisis yang telah dilakukan ternyata 
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BMT UMI Makassar 
belum dilakukan secara optimal. Hal ini   dapat dilihat dari pembiayaan 
bermasalah yang selama ini dicapai oleh BMT UMI Makassar mengalami 
kenaikan dari tahun ke tahun, dimana salah satu faktor yang 
menyebabkan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah selama ini 
karena lemahnya pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BMT UMI 
Makassar. 
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Sedangkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa 
jumlah    pembiayaan yang macet yang disalurkan tidak boleh lebih dari 
5%. Sedangkan secara rata-rata pertahun jumlah pembiayaan shahibul 
maal yang bermasalah lebih besar dari 5%, akibatnya dari 5% maka 
perlunya upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT UMI Makassar adalah 
melakukan pelaksanaan pengajuan pembiayaan shahibul maal kepada 
nasabah. 
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tingkat prosentase pembiayaan 
bermasalah khususnya pada BMT UMI Makassar yang dapat dilihat pada 
tabel      berikut ini : 
TABEL 4.3 
PROSENTASE PEMBIAYAAN BERMASALAH TAHUN 2009 S/D TAHUN 
2011 
 
Tahun 
Prosentase Pembiayaan 
bermasalah (%) 
Perkembangan 
(%) 
2009 5,03 - 
2010 6,79 1,76 
2011 7,16 0,37 
Rata-rata peningkatan (%) 1,03 
Sumber : Data diolah dari BMT UMI Makassar 
Berdasarkan hasil analisis mengenai pembiayaan bermasalah 
maka rata-rata pembiayaan bermasalah pertahun sebesar 1,03%, dimana 
untuk setiap tahun jumlah pembiayaan yang bermasalah untuk setiap 
tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat 
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diperincikan bahwa untuk tahun 2010 jumlah pembiayaan bermasalah 
meningkat sebesar 1,76%, sedangkan tahun 2011 meningkat sebesar 
0,37%, sehingga dengan naiknya jumlah pembiayaan bermasalah dari 
tahun ke tahun maka dapat dikatakan bahwa pengawasan dalam 
pembiayaan bermasalah yang selama ini diterapkan  oleh BMT UMI 
Makassar belum dilakukan secara efektif, karena belum tepatnya 
pelaksanaan pengawasan pembiayaan shahibul maal, faktor yang 
menyebabkan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah sebab lemahnya 
pelaksanaan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BMT UMI 
Makassar. 
Kemudian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dimana bank 
dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan tidak boleh lebih dari 5%, 
sedangkan dilihat dari hasil analisis data yang telah dilakukan ternyata 
jumlah pembiayaan yang bermasalah lebih besar dari 5%. Oleh karena 
itulah perlu dilakukan pengawasan pembiayaan shahibul maal. 
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah, agar pembiayaan shahibul maal di masa yang akan datang 
dapat lebih    dikurangi dengan jalan melakukan pemantauan pembayaran 
secara administratif yakni dengan jalan meneliti berkas calon nasabah 
yang akan digunakan dalam meneliti layak atau tidaknya pemberian 
pembiayaan. Berkas yang diteliti, seperti : laporan-laporan atau 
kelengkapan yang diajukan oleh calon nasabah. 
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Upaya yang kedua yang harus dilakukan adalah dengan melakukan 
pemantauan langsung kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk 
membuktikan apakah kebijakan pembiayaan on termin of lending yang 
disepakati, dengan langkah-langkah yaitu pemantauan pembiayaan 
dengan memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan dengan 
baik 
. 
4.6.1 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Murabahah Berdasarkan 
Pandangan Islam (Al-Qur’an dan Hadist) 
 
Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan 
antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil.  
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa ayat yang 
membahas secara umum tentang jual beli Murabahah dan perdagangan 
di dalam Al-Qur’an dan sunnah yang dapat dijadikan sebagai acuan dan 
landasan diantaranya: 
Al-Qur’an: 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba.” (Qs. Al- Baqarah: 275). 
Dari Shuhaib r.a. (Katanya): Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: 
“Ada tiga perkara yang ada berkah padanya: Jual beli dengan 
tempo pembayaran/murabahah, pemberian modal niaga kepada 
seseorang dan pencampuran gandum dengan sya’ir (jenis beras) 
untuk rumah tangga bukan untuk jual beli. (Diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dengan sanad yang lemah).” 
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  Al-Qur’an: 
 “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan.” (Qs. Al-Baqarah: 280). 
Al-Hadist: 
Hadis Nabi dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” 
(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 
menurut Imam Syafi’I menyatakan bahwa jika seseorang 
mengatakan kepada yang lain, “Belikan suatu barang untukku dan 
kemudian aku akan memberikan keuntungan kepadamu sekian. “ maka, 
menurutnya jual beli semacam ini adalah sah. 
Di Indonesia, Murabahah telah diperbolehkan (halal) dengan 
keluarnya Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 
04 DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu 
alasan dihalalkannya murabahah adalah karena masyarakat banyak 
memerlukan penyaluran dana dari bank syari’ah berdasarkan prinsip jual 
beli. Masyarakat juga memerlukan bantuan guna melangsungkan dan 
meningkatkan kesejahteraan diberbagai kegiatan, maka bank syari’ah 
perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya. 
Jadi, dengan alasan-alasan ini, pembiayaan murabahah dianggap sah 
(Halal).  
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4.6.2 Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Berdasarkan Pandangan 
Islam 
Pelaksanaan penyaluran pembiayaan diawali oleh calon nasabah 
BMT UMI mengajukan pembiayaan. Berdasarkan prosedur pengajuan 
pembiayaan, BMT UMI telah menerapkan mekanisme Pengajuan 
Pembiayaan yang sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu, Shahibul Maal 
(Nasabah) mendatangi BMT UMI dan mengajukan pembiayaan, BMT UMI 
menjelaskan syarat dan ketentuan pembiayaan lalu memberikan Formulir 
Permintaan Pembiayaan (FPP). Kemudian Shahibul Maal (Nasabah) 
mengisi FPP dan mengembalikannya beserta Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Setelah itu pihak BMT melakukan survei 
lapangan. 
 
4.6.3 Mekanisme Penilaian Pembiayaan Berdasarkan Pandangan 
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 
Mekanisme penilaian pembiayaan dimaksudkan untuk menentukan 
layak/tidaknya calon Shahibul Maal (nasabah) menerima pembiayaan dari 
BMT UMI. Berdasarkan kriteria kelayakan calon Shahibul Maal sebelum 
menerima pembiayaan yaitu, (1) Watak atau karakter calon nasabah, (2) 
Kemampuan Usahanya/ kapasitasnya, dan (3) Tunggakannya. 
Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan 
dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan 
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Fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan Murabahah.” 
 
4.6.4 Mekanisme Persetujuan Pembiayaan Berdasarkan Islam (Al 
Qur’an dan Al-Hadist) 
 
Mekanisme persetujuan pembayaran pada BMT UMI berdasarkan 
hasil analisis kelayakan pembarian pembiayaan. Dapat dilakukan 
pembayaran secara tunai maupun tangguh. Sesuai dengan akad yang di 
ajukan oleh BMT.  
Berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi 
utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah…..” (Qs. Al-
Baqarah: 282) 
Al-Hadist: 
Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan 
sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi 
saw kepada Hindun: “Mengambillah engkau kepada apa-apa yang 
mencukupi bagimu dan anak-anak mu dengan sesuatu yang baik.” (H.R. 
Bukhari, Kitab Al Buyu’). 
 
4.6.5 Mekanisme Kerja sama Pembiayaan Bank Syari’ah Mandiri dan 
BMT Berdasarkan Islam (Al-Qur’an dan Kaidah Fiqih) 
Mekanisme kerja sama yang dilakukan antara pihak BMT UMI 
dengan Bank Syari’ah Mandiri telah sesuai dengan yang di terapkan 
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dalam syari’ah. Bank Syari’ah Mandiri (BSM) telah menyiapkan dana 
dalam bentuk standby loan sehingga apabila ada permintaan pembiayaan 
baik secara individual maupun kolektif akan mempermudah Shahibul Maal 
(nasabah) BMT untuk memperoleh pembiayaan. 
Berdasarkan penjelasana di atas, ada beberapa ayat yang 
berkaitan dengan mekanisme kerjasama pembiayaan, diantaranya: 
Al-Qur’an: 
“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu….” (Qs. 
Al Ma’idah: 1) 
Kaidah Fiqih: 
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya (Kaidah fiqhiyah) 
 
4.6.6 Mekanisme Pengawasan oleh BMT Berdasarkan Islam (Al-
Qur’an dan Al-Hadist) 
 
Pengawasan/ pengendalian pembiayaan pada dasarnya adalah 
upaya pengamanan pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT dengan 
terus memantau/ memonitor dan terus mengikuti jalannya perusahaan 
baik secara langsung atau tidak langsung. BMT UMI telah melakukan 
pengawasan secara langsung ketika melakukan penilaian pembiayaan. 
Dan juga melakukan pengawasan administrasi kepada calon nasabah, 
serta memberikan saran atau nasihat dan konsultasi agar perusahaan 
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berjalan dengan baik sehingga pengembalian pembiayaan juga akan 
berjalan dengan baik pula. 
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa ayat yang 
membahas tentang pengawasan diantaranya: 
Al-Qur’an: 
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 
itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat 
sedikitlah mereka ini.” (Qs. Shad: 24). 
Al-Hadist: 
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya 
Allah SWT berfirman: “Aku pihak ketiga dari orang yang berserikat selama 
salah satunya tidak menghianati temannya.” (H.R. abu Dawud No. 2939, 
dalam kitab Al Buyu dan Hakim). 
 Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, BMT UMI melakukan 
pengawasan agar mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan 
pembiayaan yang dapat merugikan pihak BMT.  
 
4.6.7 Upaya-upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 
Berdasarkan Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadist) 
Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, BMT UMI 
melakukan beberapa upaya yang dilakukan, yaitu (1) Penjadwalan 
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kembali, (2) Penataan kembali Persyaratan Pembiayaan, (3) Reorganisasi 
dan Rekapitulasi.  
Berdasarkan penjelasan di atas, adapun landasan syari’ah yang 
dapat mendukung upaya-upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, 
diantaranya: 
“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau 
semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. Al-
Baqarah: 280). 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya.” (Qs. Al-Baqarah: 286). 
Pihak BMT memberikan kelonggaran Shahibul Maal untuk 
membayar pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda 
tanggal jatuh tempo tersebut. Upaya penyelamatan dilakukan dengan 
penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan agar Shahibul Maal dapat 
melunasi pembayaran pembiayaannya. 
 “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di 
dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah 
senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. 
(H.R. Muslim). 
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Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan 
organisasi bisnis, BMT UMI dapat membantu Shahibul Maal memperbaiki 
kondisi dan likuiditas keuangannya. Dengan demikian sedikit demi sedikit 
Shahibul Maal mampu melunasi pembiayaannya yang tertunggak. 
 
Dari kutipan ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist diatas selalu 
digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi 
terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan 
(dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 
maka akan disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
Upaya-upaya dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah 
adalah dengan melakukan pelaksanaan pengawasan pembayaran secara 
administrasi, pengawasan pembiayaan langsung ke lapangan dan 
melakukan monitoring dalam pelaksanaan pembiayaan shahibul maal. 
Pelaksanaan pengawasan shahibul maal yang dilakukan oleh BMT UMI 
Makassar belum dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah, hal ini 
dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah yang meningkat dalam 3 tahun 
terakhir lebih besar dari 5%. Sedangkan standar menurut Bank Indonesia 
bahwa pembiayaan yang bermasalah tidak boleh lebih dari 5%. 
Untuk dapat melakukan penyelamatan pembiayaan yang 
bermasalah, BMT UMI melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan 
penjadwalan kembali untuk memberikan kelonggaran kepada Shahibul 
Maal untuk membayar pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan 
menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Kemudian menata kembali 
persyaratan pembiayaan untuk memperkuat posisi tawar menawar 
dengan nasabah dengan meninjau kembali isi perjanjian pembiayaan 
bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Dan memperbaiki struktur 
pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, pihak BMT UMI dapat 
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membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan Shahibul Maal. 
Dengan demikian sedikit demi sedikit Shahibul Maal mampu melunasi 
pembiayaannya yang bermasalah. 
 
5.2 Saran-saran 
Adapun  saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan 
penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
Disarankan agar BMT UMI untuk memperbaiki sistem   
pengawasan pembiayaan yang selama ini dilakukan, dengan membatasi 
jumlah permintaan pembiayaan oleh Shahibul Maal. Hal ini dimaksudkan 
untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Dengan melakukan 
pengawasan langsung dan pengawasan administratif terhadap calon 
Shahibul Maal (nasabah) agar dapat menilai layak atau tidaknya calon 
nasabah tersebut menerima pembiayaan. 
Disarankan agar perlunya BMT UMI melakukan strategi lain dalam 
upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, dengan selektif dalam 
pemberian pembiayaan kepada shahibul maal. Dan juga perlunya pihak 
BMT UMI mengetahui prospek kondisi keuangan Shahibul Maal apakah 
berisiko menimbulkan pembiayaan bermasalah atau tidak. 
Disarankan agar BMT UMI lebih tegas dalam melakukan 
pengawasan pembiayaan shahibul maal. Upaya reorganisasi dapat 
dilakuakan baik menyangkut segi operasi bisnis usaha BMT maupun 
susunan badan pengelola BMT UMI. Pengawasan ketat atas pengeluaran 
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operasional dan non operasional untuk mencegah terjadinya pemborosan 
pembiayaan. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti hanya mengambil data dari pihak internal BMT UMI saja. 
Belum memperoleh data langsung dari Shahibul Maal (nasabah) 
sehingga belum diketahui apa alasan mengenai terjadinya pembiayaan 
yang bermasalah di BMT UMI Makassar. 
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